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Pedoman Wawancara

. Bagaimana cara pendaftaran dan proses sertifikasi halal pada

LPPOM MUI?

Apakah LPPOM MUI melakukan semua investigasi terhadap
semua bahan mentah dari produk makanan? Seberapa jauh
investigasi yang dilakukan?

Apakah LPPOM MUI mengkaji bahan baku yang sudah jadi atau
bahan baku mentah?

4. Berapa lama jangka waktu proses sertifikasi halal selesai?

5. Berapa lama masa berlaku sertifikat/label halal yang dikeluarkan

10.

11.

12.

oleh LPPOM MUI?

Apakah sertifikat halal dari LPPOM MUI akan diakui oleh seluruh
negara Islam?

Apakah mendapatkan sertifikat halal merupakan suatu kewajiban
untuk produk makanan yang di import ke Indonesia?

Bagaimana dengan persyaratan bahan makanan. Haruskah
didaftarkan untuk sertifikat halal? atau hanya perlu untuk memenuhi
persyaratan tertentu?

Jika suatu produk makanan memiliki label halal dari negara lain,
apakah ini dapat juga digunakan di Indonesia?

nanti di olah lagi di Indonesia dan boleh digunakan. Karena nanti
jadi bahan baku untuk produk lanjutannya.

Bagaimana jika pelaku usaha tidak mencantumkan label/logo halal
MUI produk makanannya? Apakah dikenakan sanksi? Apa saja
sanksi tersebut?

Banyak produk makanan dan restoran yang tidak bersertifikat halal,
apa alasan sehingga pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi
halal terhadap makanan dan restorannya?

Bagaimana tindakan LPPOM MUI dalam hal pengawasan terhadap

produk makanan yang belum bersertifikat halal?



13.Bagaimana bentuk promosi LPPOM MUI kepada pelaku usaha
agar berkeinginan untuk mendaftarkan produk makanannya?

14.Seberapa besar tanggung jawab LPPOM MUI dalam hal
pengawasan produk makanan halal?

15.Bagaimana kepastian hukum terhadap sertifikasi halal produk
makanan?

16.Bagaimana kepastian hukum bagi konsumen muslim di kota Medan
yang secara tidak sengaja membeli produk makanan tidak
bersertifikat/berlabel halal MUI?

17.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 sudah berlaku, namun mengapa
tidak diterapkan?

18.Produk makanan apa saja yang tidak memiliki label halal MUI?

19.Apakah harus disyaratkan muslim yang memproduksi makanan
tersebut, lalu diberi sertifikat halal?

20. Siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat halal MUI?
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Hasil Wawancara

Pertanyaan yang diajukan kepada Sekretaris sebagai perwakilan dari
LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan dengan skripsi yang berjudul
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran
Makanan Tidak bersertifikat Halal
(Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan).

Hari/tanggal  : Sabtu /2 November 2019

Jam : 10.00 — selesai
Lokasi : Jalan Majelis Ulama No. 3, Sutomo Ujung, Medan,
20235.

Pewawancara : Nurbaiti

Narasumber  : Retni Kustiyah Mardiati, S.Si

1. Bagaimana cara pendaftaran dan proses sertifikasi halal pada
LPPOM MUI?
Jawab :
Pendaftaran melalui Cerol (sertifikasi online). Sejak tanggal 17
oktober 2019 pendaftaran sertifikasi halal tidak di LPPOM MUI lagi,
melainkan di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal).
Proses sertifikasi halal pada LPPOM MUI yaitu:

a. Perusahaan mendaftarkan produknya, fasilitasnya, bahan-
bahannya, kemudian persyaratan lainnya untuk memenuhi
Sistem Jaminan Halal (SJH).

b. Setelah didaftarkan, LPPOM MUI akan memuverifikasi
datanya, dokumennya cukup atau tidak.

c. Kemudian kecukupan itu akan LPPOM MUI periksa kembali
ke lapangan, disebut dengan audit.



2.

3.

d. Setelah audit, akan di bawa ke rapat auditor. Di rapat
auditor, jika hasil auditnya menjelaskan kesesuaian maka
rapat auditor akan meyetujui. Lalu, masuk ke fatwa MUI.
Jika persyaratannya tidak sesuai, maka akan dikirimkan
audit memo. Jadi perusahaan harus melengkapi
persyaratan lagi. Kemudian setelah lengkap lagi
persyaratannya bisa diajukan ke komisi fatwa.

e. Komisi fatwa mengambil statement halal. Jika dinyatakan
halal oleh komisi fatwa, maka sertifikat halalnya di terbitkan.

Apakah LPPOM MUI melakukan semua investigasi terhadap
semua bahan mentah dari produk makanan? Seberapa jauh
investigasi yang dilakukan?

Jawab :

lya. Jika sertifikasi halalnya di LPPOM MUI, semua bahan, fasilitas,
dan produknya didaftarkan. Semua bahan yang didaftarkan akan
diperiksa, baik dokumen maupun bukti-bukti fisik di fabric atau di
dapur tempat produksinya.

Apakah LPPOM MUI mengkaji bahan baku yang sudah jadi atau
bahan baku mentah?

Jawab :

Bahan dikaji semua, baik bahan baku, bahan penolong, dan bahan
tambahan. Kalau sudah diolah berarti nhamanya produk. Untuk
produk, kita melihat penamaan produk dan sensory.

Berapa lama jangka waktu proses sertifikasi halal selesai?

Jawab :

Relatif. Ada yang satu bulan, Ada yang lebih, bahkan ada yang
cepat. Jadi jika di rata ratakan sekitar satu bulan hingga satu
setengah bulan.

Berapa lama masa berlaku sertifikat/label halal yang dikeluarkan
oleh LPPOM MUI?

Jawab : 2 tahun



6. Apakah sertifikat halal dari LPPOM MUI akan diakui oleh seluruh

7.

9.

negara Islam?

Jawab : lya

Apakah mendapatkan sertifikat halal merupakan suatu kewajiban
untuk produk makanan yang di import ke Indonesia?

Jawab :

Sekarang ini, ya. Karena sudah ada Undang-Undang Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang
berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019. Sebelum tanggal tersebut,
produk makanan yang di import ke Indonesia belum wajib
mendaftarkan sertifikasi halal LPPOM MUI.

Bagaimana dengan persyaratan bahan makanan. Haruskah
didaftarkan untuk sertifikat halal? atau hanya perlu untuk memenuhi
persyaratan tertentu?

Jawab :

Ya, karena kalau ingin produk makanannya mendapatkan sertifikat
halal berarti semua bahannya harus didaftarkan dan semua harus
memenuhi persyaratan halal. Untuk memenuhi persyaratan halal,
diperlukan dokumen pendukung berupa sertifikat halal, alur proses,
Chart of Account (COA) / bagan akun, Material Safety Data Sheet
(MSDS), atau surat pernyataan fasilitas bebas dari bahan najis atau
haram, atau dokumen lainnya.

Jika suatu produk makanan memiliki label halal dari negara lain,
apakah ini dapat juga digunakan di Indonesia?

Jawab :

Kalau produk jadi atau eceran harus melakukan pendaftaran ke
Lembaga yang di akui di Indonesia yaitu LPPOM MUI, produk
intermediate misalnya tepung maizena, tepung susu yang nanti
diolah lagi di Indonesia boleh digunakan, karena merupakan bahan

baku untuk produk lanjutannya.



10.Bagaimana jika pelaku usaha tidak mencantumkan label/logo halal

11.

12.

13.

14.

MUI produk makanannya? Apakah dikenakan sanksi? Apa saja
sanksi tersebut?

Jawab :

Tidak ada sanksi, sebelum UU diberlakukan.

Banyak produk makanan dan restoran yang tidak bersertifikat halal,
apa alasan sehingga pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi
halal terhadap makanan dan restorannya?

Jawab :

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal diberlakukan tidak ada
kewajiban untuk mensertifikasi halal produknya.

Bagaimana tindakan LPPOM MUI dalam hal pengawasan terhadap
produk makanan yang belum bersertifikat halal?

Jawab :

LPPOM MUI tidak melakukan pengawasan, karena yang
seharusnya melakukan pengawasan adalah pemerintah. Akan
tetapi, LPPOM MUI menghimbau agar masyarakat membeli produk
makanan yang berlabel halal dan bersertifikat halal.

Bagaimana bentuk promosi LPPOM MUI kepada pelaku usaha
agar berkeinginan untuk mendaftarkan produk makanannya?
Jawab :

Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi
makanan yang halal. Jadi otomatis konsumen muslim
mengkonsumsi makanan yang halal dan perusahaan/produsen
mendaftarkan produknya ke LPPOM MUI untuk mendapatkan
sertifikat halal.

Seberapa besar tanggung jawab LPPOM MUl dalam hal
pengawasan produk makanan halal?

Jawab :



15.

16.

17.

LPPOM MUI tidak melakukan pengawasan, akan tetapi apabila ada
keluhan dari masyarakat maka LPPOM MUI akan melakukan
pemeriksaan ulang. Maksud dari pemeriksaan ulang tersebut yaitu
memastikan apakah betul atau tidak isu-isu tersebut dimasyarakat
lalu LPPOM MUI akan memberikan klarifikasi. Karena pengawasan
harusnya dari pemerintah.

Bagaimana kepastian hukum terhadap sertifikasi halal produk
makanan?

Jawab :

Sejak tahun 1989 proses sertifikasi halal telah dilakukan oleh
LPPOM MUI berdasarkan mandat dari pemerintah/negara agar MUI
berperan aktif meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada
tahun 1988. Kemudian pada tahun 1996 ditandatangani nota
kesepahaman kerjasama antara departemen agama, departemen
kesahatan dan MUI untuk memperkuat posisi LPPOM MUI dalam
menjalankan fungsi sertifikasi halal. Kemudian disusul dengan
penerbitan keputusan mentri agama atau (KMA518 Tahun 2001
dan KMA519 Tahun 2011) yang menguatkan MUI sebagai lembaga
sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan atau audit,
penetapan fatwa dan menerbitkan sertifikat halal. Maka dapat
dikatakan bahwa proses sertifikasi yang dilakukan oleh LPPOM
MUI adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan
disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2014 maka kepastian hukum sertifikasi halal semakin diperkuat.
Bagaimana kepastian hukum bagi konsumen muslim di kota Medan
yang secara tidak sengaja membeli produk makanan tidak
bersertifikat/berlabel halal MUI?

Jawab :

Belum ada kepastian hukumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 sudah berlaku, namun mengapa
tidak diterapkan?
Jawab :
Bukan tidak diterapkan, tetapi belum di terapkan karena baru di
berlakukan pada tanggal 17 oktober 2019.

18.Produk makanan apa saja yang tidak memiliki label halal MUI?
Jawab :
Banyak.

19.Apakah harus disyaratkan muslim yang memproduksi makanan
tersebut, lalu diberi sertifikat halal?
Jawab :
Tidak, tetapi jika perusahaan kecil, petugasnya 1 atau 2 orang saja
maka harus muslim dibagian produksinya. Jika perusahaan besar
seperti pabrik, maka pihak yang ditempatkan di bagian produksi,
bisa muslim dan non muslim, yang penting menjaga agar tidak
terjadi kontaminasi dengan najis dan bahan haram.

20. Siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat halal MUI?
Jawab :
Sebelum tanggal 17 oktober 2019, MUI melalui proses sertifikasi
yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Medan, November 2019
Pembimbing dan Narasumber,
Sekretaris LPPOM MUI Sumut di Medan,

Retni Kustiyah Mardiati, S.Si



